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The	National	Identity	Card	(KTP),	as	a	legal	identity	document,	is	a	crucial	
instrument	for	data	collection	and	distribution	of	social	assistance	(bansos)	
in	Indonesia.	The	use	of	the	KTP	serves	as	the	basis	for	verifying	beneficiaries	
in	accordance	with	population	administration	regulations.	This	study	aims	to	
analyze	the	legal	basis	for	using	the	KTP	in	providing	social	assistance	based	
on	applicable	laws	and	regulations,	including	the	Population	Administration	
Law,	the	Law	on	Handling	the	Poor,	and	regulations	related	to	the	Integrated	
Social	Welfare	Data	(DTKS).	The	research	method	used	is	normative	juridical,	
with	a	regulatory	and	contextual	approach.	The	results	indicate	that	the	KTP	
is	 not	 the	 sole	 requirement	 for	 receiving	 social	 assistance,	 but	 it	 is	 a	
mandatory	document	to	ensure	the	validity	and	accuracy	of	population	data.	
The	distribution	of	social	assistance	must	refer	to	the	DTKS	and	the	National	
Identification	Number	(NIK)	as	the	key	to	data	integration.	
	
Keyword:	KTP,	social	assistance,	adminduk,	DTKS,	legal	analysis.	

Abstrak	
Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP)	sebagai	identitas	legal	merupakan	instrumen	penting	dalam	pendataan	
dan	 penyaluran	 bantuan	 sosial	 (bansos)	 di	 Indonesia.	 Penggunaan	 KTP	 menjadi	 dasar	 verifikasi	
penerima	 manfaat	 sesuai	 ketentuan	 administrasi	 kependudukan.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	
menganalisis	dasar	hukum	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial	berdasarkan	peraturan	
perundang-undangan	yang	berlaku,	termasuk	Undang-Undang	Administrasi	Kependudukan,	Undang-
Undang	Penanganan	Fakir	Miskin,	serta	regulasi	 terkait	Data	Terpadu	Kesejahteraan	Sosial	(DTKS).	
Metode	penelitian	yang	digunakan	adalah	yuridis	normatif	dengan	pendekatan	peraturan	perundang-
undangan	dan	konseptual.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	KTP	bukan	satu-satunya	syarat	mutlak	
untuk	memperoleh	bantuan	sosial,	namun	merupakan	dokumen	wajib	untuk	memastikan	validitas	dan	
akurasi	 data	 kependudukan.	 Penyaluran	 bansos	 harus	 mengacu	 pada	 DTKS	 dan	 Nomor	 Induk	
Kependudukan	(NIK)	sebagai	kunci	integrasi	data.	
	
Kata	Kunci:	KTP,	bantuan	sosial,	adminduk,	DTKS,	analisis	yuridis.	
	
	
	
	
	
	
	

https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
mailto:nailanursyavika20@gmail.com1
mailto:ranggaaldi1122@gmail.com2
mailto:yy1411321@gmail.com3
mailto:fadhilahmaulina25@gmail.com4


Jurnal	Riset	Multidisiplin	Edukasi																																										 Volume	2	Nomor	12	Tahun	2025	

1278	 https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie	
 

A. PENDAHULUAN	

Dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir,	 penggunaan	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	 (KTP)	 sebagai	

instrumen	 identitas	 legal	 telah	 menjadi	 perhatian	 global.	 Di	 Indonesia,	 KTP	 telah	 menjadi	

dokumen	 penting	 dalam	 berbagai	 aspek	 kehidupan,	 termasuk	 pemberian	 bantuan	 sosial.	

Namun,	penyalahgunaan	KTP	juga	meningkat,	dengan	kasus-kasus	seperti	pengajuan	pinjaman	

atau	kredit	palsu,	serta	penipuan	lainnya.	Menurut	data	Kementerian	Dalam	Negeri,	lebih	dari	

200	juta	penduduk	Indonesia	telah	memiliki	KTP,	namun	masih	banyak	kasus	penyalahgunaan	

yang	 dilaporkan	 setiap	 tahunnya	 (Kemendagri,	 2022).	 Lemahnya	 pengawasan	 dan	 literasi	

hukum	di	masyarakat	memperburuk	 situasi	 ini,	membuat	KTP	menjadi	 celah	bagi	 tindakan	

kriminal.	 Laporan	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 (OJK)	 pada	 tahun	 2022	mencatat	 ratusan	 aduan	

terkait	penggunaan	identitas	palsu	untuk	pinjaman	online	(OJK,	2022).	Hal	ini	menunjukkan	

bahwa	dokumen	identitas	resmi	yang	seharusnya	dilindungi	oleh	hukum	sering	kali	menjadi	

celah	bagi	tindakan	kriminal,	sehingga	perlu	dilakukan	upaya	perlindungan	data	pribadi	yang	

lebih	efektif	dan	peningkatan	kesadaran	masyarakat	tentang	pentingnya	menjaga	keamanan	

data	 pribadi.	 Penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Jurnal	 Hukum	 dan	 Masyarakat	 (2020)	 juga	

menunjukkan	 bahwa	 perlindungan	 data	 pribadi	 yang	 efektif	 dapat	 mengurangi	 risiko	

penyalahgunaan	 identitas.	 Oleh	 karena	 itu,	 perlu	 dilakukan	 kerja	 sama	 antara	 pemerintah,	

lembaga	 keuangan,	 dan	 masyarakat	 untuk	 meningkatkan	 keamanan	 data	 pribadi	 dan	

mencegah	penyalahgunaan	KTP.	

Salah	 satu	 contoh	 nyata	 terjadi	 di	 sesili	 yaitu	 Kasus	 penyalahgunaan	 KTP	 dalam	

pembagian	 minyak	 gratis	 di	 Desa	 Sesili	 menjadi	 salah	 satu	 contoh	 nyata	 dari	 lemahnya	

pengawasan	terhadap	penggunaan	dokumen	identitas	resmi	di	tingkat	lokal.	Dalam	program	

pembagian	minyak	gratis	yang	seharusnya	bertujuan	membantu	warga,	tanpa	syarat	apapun.	

(Das	sein)	Tapi	kenyataannya,	pembagian	minyak	gratis	di	Desa	Sesili	ternyata	disertai	dengan	

syarat	penggunaan	KTP,	namun	KTP	tersebut	disalahgunakan	oleh	oknum	untuk	mengajukan	

kredit	 motor	 tanpa	 sepengetahuan	 pemilik.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 adanya	 celah	 dalam	

mekanisme	 pengelolaan	 data	 penerima	 manfaat,	 di	 mana	 pihak	 penyelenggara	 tidak	

memberikan	jaminan	keamanan	atas	dokumen	pribadi	warga.Akibatnya,	warga	yang	KTP-nya	

disalahgunakan	mengalami	kerugian,	baik	berupa	tanggungan	kredit	yang	tidak	mereka	ajukan	

maupun	potensi	masalah	hukum	di	masa	depan.	Pemilik	KTP	mengalami	kerugian	baik	secara	

moral	maupun	 finansial,	 sementara	 oknum	yang	 terlibat	mendapatkan	keuntungan	pribadi.	

Selain	itu,	kasus	ini	menimbulkan	keresahan	di	masyarakat,	karena	dokumen	resmi	seperti	KTP	

yang	seharusnya	dijaga	kerahasiaannya	malah	menjadi	alat	untuk	 tindakan	yang	melanggar	
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hukum.	 Realita	 ini	 mencerminkan	 adanya	 kelemahan	 dalam	 sistem	 administrasi	 dan	

pengawasan,	 serta	 kurangnya	 edukasi	 kepada	 masyarakat	 tentang	 risiko	 penyalahgunaan	

dokumen	pribadi.	(Das	Sollen)	Pihak	penyelenggara	seharusnya	meningkatkan	keamanan	dan	

pengawasan	 atas	 dokumen	 identitas	 resmi,	mengembangkan	 sistem	 pengelolaan	 data	 yang	

baik,	dan	memberikan	edukasi	kepada	masyarakat	tentang	pentingnya	menjaga	kerahasiaan	

dokumen	identitas	resmi.	

Meskipun	telah	ada	beberapa	penelitian	terdahulu	yang	membahas	tentang	penggunaan	

KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial,	 namun	 masih	 terdapat	 kesenjangan	 hukum	 yang	

signifikan	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku.	 Penelitian-penelitian	

terdahulu	 lebih	 fokus	 pada	 aspek	 teknis	 dan	 implementasi	 kebijakan,	 namun	 belum	 ada	

penelitian	yang	secara	khusus	menganalisis	aspek	yuridis	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	

bantuan	 sosial	 menurut	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 (Sari,	 2020	 Wijaya,	

2019).	Menurut	penelitian	yang	dilakukan	oleh	Jurnal	Hukum	dan	Masyarakat	(2020),	masih	

terdapat	 ketidakjelasan	 hukum	 terkait	 dengan	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	

sosial,	 sehingga	perlu	dilakukan	analisis	 yuridis	 yang	 lebih	mendalam.	 Selain	 itu,	 penelitian	

yang	dilakukan	oleh	Putra	(2018)	juga	menunjukkan	bahwa	peraturan	perundang-undangan	

yang	berlaku	masih	belum	sepenuhnya	mengakomodir	kebutuhan	hukum	masyarakat	terkait	

dengan	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial.	 Oleh	 karena	 itu,	 penelitian	 ini	

bertujuan	untuk	mengisi	kesenjangan	hukum	tersebut	dengan	menganalisis	penggunaan	KTP	

dalam	pemberian	bantuan	sosial	dari	perspektif	hukum.	

Penelitian	ini	memiliki	urgensi	yang	tinggi	baik	dari	sisi	hukum	teoritis	maupun	praktis.	

Dari	 sisi	 hukum	 teoritis,	 penelitian	 ini	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 pada	 pengembangan	

hukum	 administrasi	 kependudukan	 dan	 hukum	 kesejahteraan	 sosial	 di	 Indonesia,	 serta	

memperkaya	khazanah	keilmuan	hukum	 terkait	dengan	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	

bantuan	sosial.	Dengan	menganalisis	aspek	yuridis	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	

sosial,	 penelitian	 ini	 dapat	 membantu	 menjelaskan	 kerangka	 hukum	 yang	 berlaku	 dan	

mengidentifikasi	kesenjangan	hukum	yang	perlu	diperbaiki.	Selain	itu,	penelitian	ini	juga	dapat	

memberikan	pemahaman	yang	 lebih	mendalam	tentang	bagaimana	hukum	dapat	digunakan	

untuk	melindungi	hak-hak	masyarakat	dan	mencegah	penyalahgunaan	KTP.	Dari	sisi	praktis,	

penelitian	 ini	 dapat	 memberikan	 rekomendasi	 kebijakan	 yang	 efektif	 untuk	 meningkatkan	

keakuratan	 dan	 keadilan	 dalam	 penyaluran	 bantuan	 sosial,	 serta	 mengurangi	 potensi	

penyalahgunaan	 KTP.	 Dengan	 demikian,	 penelitian	 ini	 dapat	 membantu	 pemerintah	 dan	

lembaga	 terkait	 dalam	 meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 publik	 dan	 memenuhi	 hak-hak	
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masyarakat	yang	membutuhkan.	Selain	itu,	penelitian	ini	juga	dapat	meningkatkan	kesadaran	

masyarakat	 tentang	pentingnya	penggunaan	KTP	yang	bertanggung	 jawab	dan	aman	dalam	

berbagai	aspek	kehidupan.	Oleh	karena	itu,	penelitian	ini	sangat	penting	untuk	dilakukan	guna	

memberikan	 solusi	 hukum	 yang	 efektif	 dan	 meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 publik	 di	

Indonesia.	 Dengan	 penelitian	 ini,	 diharapkan	 dapat	 tercipta	 sistem	 yang	 lebih	 baik	 dalam	

pengelolaan	 data	 kependudukan	 dan	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial,	

sehingga	 dapat	memberikan	manfaat	 yang	 lebih	 besar	 bagi	 masyarakat	 dan	meningkatkan	

kepercayaan	masyarakat	terhadap	pemerintah.	

Dengan	 demikian,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengisi	 kesenjangan	 hukum	 yang	

signifikan	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 terkait	 dengan	 penggunaan	

Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP)	dalam	pemberian	bantuan	sosial.	Melalui	analisis	yuridis	yang	

mendalam,	penelitian	 ini	akan	menjelaskan	kerangka	hukum	yang	berlaku,	mengidentifikasi	

kesenjangan	 hukum	 yang	 perlu	 diperbaiki,	 dan	 memberikan	 rekomendasi	 kebijakan	 yang	

efektif	untuk	meningkatkan	keakuratan	dan	keadilan	dalam	penyaluran	bantuan	sosial.	Dengan	

demikian,	penelitian	ini	diharapkan	dapat	memberikan	kontribusi	pada	pengembangan	hukum	

administrasi	kependudukan	dan	hukum	kesejahteraan	sosial	di	Indonesia,	serta	meningkatkan	

kesadaran	 masyarakat	 tentang	 pentingnya	 penggunaan	 KTP	 yang	 bertanggung	 jawab	 dan	

aman	dalam	berbagai	aspek	kehidupan.	

B. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif	 dengan	 pendekatan	 peraturan	

perundang-undangan	dan	 konseptual.	Metode	 yuridis	 normatif	 dipilih	 karena	 penelitian	 ini	

bertujuan	untuk	menganalisis	aspek	yuridis	penggunaan	Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP)	dalam	

pemberian	bantuan	sosial	berdasarkan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	

A.Pendekatan	Penelitian	

Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	peraturan	perundang-undangan	dan	konseptual.	

Pendekatan	 peraturan	 perundang-undangan	 digunakan	 untuk	 menganalisis	 peraturan	

perundang-undangan	yang	berlaku	terkait	dengan	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	

sosial.	Sementara	 itu,	pendekatan	konseptual	digunakan	untuk	menganalisis	konsep-konsep	

hukum	yang	terkait	dengan	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial.	

B.Sumber	Data	

Sumber	data	dalam	penelitian	ini	adalah	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku	

terkait	dengan	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial,	termasuk	Undang-Undang	
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Administrasi	Kependudukan,	Undang-Undang	Penanganan	Fakir	Miskin,	serta	regulasi	terkait	

Data	Terpadu	Kesejahteraan	Sosial	(DTKS).	Selain	 itu,	penelitian	 ini	 juga	menggunakan	data	

sekunder	dari	penelitian-penelitian	terdahulu	dan	literatur	hukum	yang	terkait	dengan	topik	

penelitian.	

C.Teknik	Analisis	Data	

Teknik	analisis	data	dalam	penelitian	 ini	menggunakan	analisis	yuridis	normatif,	yaitu	

dengan	 menganalisis	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 terkait	 dengan	

penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial.	Hasil	analisis	kemudian	digunakan	untuk	

mengidentifikasi	 kesenjangan	 hukum	 yang	 perlu	 diperbaiki	 dan	 memberikan	 rekomendasi	

kebijakan	 yang	 efektif	 untuk	 meningkatkan	 keakuratan	 dan	 keadilan	 dalam	 penyaluran	

bantuan	sosial.	

Dengan	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif,	 penelitian	 ini	 diharapkan	 dapat	

memberikan	kontribusi	pada	pengembangan	hukum	administrasi	kependudukan	dan	hukum	

kesejahteraan	 sosial	 di	 Indonesia,	 serta	 meningkatkan	 kesadaran	 masyarakat	 tentang	

pentingnya	 penggunaan	 KTP	 yang	 bertanggung	 jawab	 dan	 aman	 dalam	 berbagai	 aspek	

kehidupan.	

RUMUSAN	MASALAH		

1) Apa	 dasar	 hukum	 yang	 mengatur	 penggunaan	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	 (KTP)	 dalam	

pemberian	bantuan	sosial	di	Indonesia?	

2) Apa	 fungsi	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 dan	 bagaimana	 KTP	

digunakan	sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial?	

3) Apa	 saja	 permasalahan	 hukum	 yang	 timbul	 dalam	 penggunaan	KTP	 untuk	 pemberian	

bantuan	sosial	di	Indonesia	dan	bagaimana	dampak	permasalahan	hukum	tersebut?	

4) Bagaimana	mekanisme	pendataan	dan	pemutakhiran	data	penerima	bantuan	sosial	yang	

menggunakan	KTP	serta	sejauh	mana	akurasi	data	tersebut	dapat	menjamin	ketepatan	

sasaran	bantuan	sosial?	

5) Bagaimana	 Peran	 dan	 tanggung	 jawab	 pemerintah	 pusat	 maupun	 pemerintah	 daerah	

dalam	memastikan	pemanfaatan	KTP	yang	sesuai	dengan	ketentuan	hukum	dalam	proses	

penyaluran	bantuan	sosial	

6) Bagaimana	analisis	yuridis	terhadap	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial	di	

Indonesia	 berdasarkan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 dan	 apa	 saja	

rekomendasi	kebijakan	yang	dapat	diberikan?	
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C.							HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

1.	 Dasar	 hukum	 yang	 mengatur	 penggunaan	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	 (KTP)	 dalam	

pemberian	bantuan	sosial	di	Indonesia	

Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Perubahan	atas	Undang-Undang	Nomor	

23	 Tahun	 2006	 mengatur	 secara	 komprehensif	 mengenai	 administrasi	 kependudukan	 di	

Indonesia.	Administrasi	kependudukan	merupakan	sebagai	rangkaian	kegiatan	pencatatan	dan	

pengelolaan	data	penduduk	melalui	penerbitan	dokumen	resmi	seperti	Kartu	Tanda	Penduduk	

(KTP)	dan	surat	keterangan	kependudukan.	KTP	memiliki	kedudukan	penting	sebagai	bukti	

sah	 identitas	 kependudukan	 yang	diterbitkan	 oleh	 instansi	 pelaksana	dan	digunakan	untuk	

menjamin	pengakuan	hukum	serta	akses	warga	negara	terhadap	berbagai	layanan	publik.	

Undang-Undang	Nomor	13	Tahun	2011	tentang	Penanganan	Fakir	Miskin	menegaskan	

tanggung	 jawab	 negara	 dalam	meningkatkan	 kesejahteraan	 fakir	 miskin.	 Penanganan	 fakir	

miskin	 dilakukan	 melalui	 upaya	 terpadu	 yang	 mencakup	 pemenuhan	 kebutuhan	 dasar,	

pemberdayaan,	 dan	 perlindungan	 sosial.	 Dalam	 pelaksanaannya,	 pemerintah	 pusat	 dan	

pemerintah	 daerah	 diwajibkan	memberikan	 bantuan	 sosial	 kepada	 fakir	miskin	 yang	 tidak	

mampu	memenuhi	 kebutuhan	dasarnya,	 sebagai	 bentuk	kehadiran	negara	dalam	menjamin	

keadilan	sosial	bagi	seluruh	rakyat.	

Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 72	 Tahun	 2020	 sebagai	 perubahan	 atas	 Peraturan	

Pemerintah	 Nomor	 44	 Tahun	 2015	 mengatur	 penyelenggaraan	 Sistem	 Informasi	

Kependudukan.	 Sistem	 ini	 mencakup	 proses	 pengumpulan,	 pengolahan,	 penyimpanan,	 dan	

penyajian	 data	 kependudukan	 yang	 dikelola	 oleh	 Direktorat	 Jenderal	 Kependudukan	 dan	

Pencatatan	Sipil.	Data	kependudukan	tersebut	dimanfaatkan	tidak	hanya	untuk	administrasi	

kependudukan,	tetapi	juga	untuk	berbagai	keperluan	lain	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	

perundang-undangan,	termasuk	perencanaan	pembangunan	dan	penyaluran	bantuan	sosial.	

Perlu	diingat	bahwa	bunyi	undang-undang	dapat	berubah	seiring	dengan	perkembangan	

peraturan	 perundang-undangan.	 Maka	 dari	 itu,	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	 Anda	

memiliki	informasi	yang	terbaru	dan	akurat.	

2.	 Fungsi	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 dan	 bagaimana	 KTP	

digunakan	sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial	

Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP)	memiliki	peran	penting	dalam	pemberian	bantuan	sosial	di	

Indonesia.	 Fungsi	 utama	KTP	dalam	konteks	 ini	 adalah	 sebagai	 alat	 identifikasi	 resmi	 yang	

digunakan	 untuk	 memverifikasi	 dan	 memvalidasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial.	 Dengan	
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menggunakan	KTP,	pemerintah	dapat	memastikan	bahwa	bantuan	sosial	yang	diberikan	tepat	

sasaran	dan	tidak	salah	sasaran.	

Menurut	 sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Suryadarma	 et	 al.	 (2018),	 KTP	 digunakan	

sebagai	 alat	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	 penerima	bantuan	 sosial	 untuk	memastikan	bahwa	

hanya	warga	negara	yang	berhak	menerima	bantuan	sosial	yang	dapat	mengakses	program	

tersebut.	 Studi	 ini	 menemukan	 bahwa	 penggunaan	 KTP	 dapat	 membantu	 mengurangi	

kesalahan	dan	penyalahgunaan	dalam	penyaluran	bantuan	sosial.	

Dalam	 proses	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial,	 KTP	 digunakan	

sebagai	 salah	 satu	 dokumen	 yang	 diperlukan	 untuk	 memastikan	 identitas	 dan	 status	

kependudukan	 penerima	 bantuan.	 Menurut	 sebuah	 laporan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	

Kementerian	 Sosial	 Republik	 Indonesia	 (2020),	 KTP	 digunakan	 sebagai	 alat	 verifikasi	 dan	

validasi	data	penerima	bantuan	sosial	untuk	memastikan	bahwa	bantuan	sosial	yang	diberikan	

tepat	sasaran	dan	tidak	salah	sasaran.	

Dalam	 kesimpulan,	 KTP	 memiliki	 peran	 penting	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	

Indonesia	sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial.	Penggunaan	KTP	

dapat	membantu	meningkatkan	 transparansi,	 akuntabilitas,	 dan	 efisiensi	 dalam	penyaluran	

bantuan	sosial.	

3.	Permasalahan	hukum	yang	timbul	dalam	penggunaan	KTP	untuk	pemberian	bantuan	

sosial	di	Indonesia	dan	bagaimana	dampak	permasalahan	hukum	tersebut	

Penggunaan	 Kartu	 Tanda	 Penduduk	 (KTP)	 sebagai	 alat	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	

penerima	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 telah	 menimbulkan	 beberapa	 permasalahan	 hukum.	

Salah	satu	permasalahan	hukum	yang	timbul	adalah	terkait	dengan	privasi	dan	keamanan	data	

pribadi.	Menurut	sebuah	studi	yang	dilakukan	oleh	Rahardjo	et	al.	 (2020),	penggunaan	KTP	

sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial	dapat	membahayakan	privasi	

dan	keamanan	data	pribadi	warga	negara.	

Permasalahan	hukum	lainnya	yang	timbul	adalah	terkait	dengan	kesalahan	identifikasi	

dan	 penyalahgunaan	 identitas.	 Menurut	 sebuah	 laporan	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Komite	

Nasional	Perlindungan	Data	dan	Informasi	(2020),	kesalahan	identifikasi	dan	penyalahgunaan	

identitas	dapat	menyebabkan	warga	negara	yang	berhak	menerima	bantuan	sosial	tidak	dapat	

mengakses	program	tersebut.	

Selain	 itu,	 permasalahan	 hukum	 yang	 timbul	 juga	 terkait	 dengan	 aksesibilitas	 dan	

kesetaraan	 dalam	 penggunaan	 KTP.	 Menurut	 sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Sari	 et	 al.	
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(2019),	warga	negara	yang	tidak	memiliki	KTP	atau	memiliki	kesulitan	dalam	mengakses	KTP	

dapat	mengalami	kesulitan	dalam	mengakses	bantuan	sosial.	

Dampak	permasalahan	hukum	tersebut	dapat	 sangat	 signifikan.	Menurut	 sebuah	studi	

yang	 dilakukan	 oleh	 Widyastuti	 et	 al.	 (2020),	 permasalahan	 hukum	 yang	 timbul	 dalam	

penggunaan	KTP	dapat	menyebabkan	keterlambatan	atau	bahkan	penghentian	bantuan	sosial,	

yang	 dapat	 berdampak	 pada	 kesejahteraan	 warga	 negara	 yang	 berhak	 menerima	 bantuan	

tersebut.	

Untuk	 mengatasi	 permasalahan	 hukum	 yang	 timbul	 dalam	 penggunaan	 KTP,	 perlu	

dilakukan	 perbaikan	 dalam	 sistem	 identifikasi	 dan	 verifikasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial.	

Menurut	 sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Sutanto	 et	 al.	 (2020),	 perbaikan	 dalam	 sistem	

identifikasi	 dan	 verifikasi	 data	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 kepercayaan	 masyarakat	

terhadap	pemerintah	dan	program	bantuan	sosial.	

Permasalahan	 hukum	 yang	 timbul	 dalam	 penggunaan	 KTP	 sebagai	 alat	 verifikasi	 dan	

validasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 dapat	 berdampak	 signifikan	 pada	

kesejahteraan	warga	negara	dan	kepercayaan	masyarakat	terhadap	pemerintah	dan	program	

bantuan	 sosial.	 Oleh	 karena	 itu,	 perlu	 dilakukan	 perbaikan	 dalam	 sistem	 identifikasi	 dan	

verifikasi	data	untuk	mengatasi	permasalahan	hukum	tersebut.	

4.	 Mekanisme	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data	 penerima	 bantuan	 sosial	 yang	

menggunakan	KTP	serta	sejauh	mana	akurasi	data	tersebut	dapat	menjamin	ketepatan	

sasaran	bantuan	sosial		

Mekanisme	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data	 penerima	 bantuan	 sosial	 yang	

menggunakan	KTP	di	Indonesia	telah	diatur	dalam	beberapa	peraturan	perundang-undangan.	

Menurut	 Peraturan	 Menteri	 Sosial	 Nomor	 28	 Tahun	 2019	 tentang	 Tata	 Cara	 Pemberian	

Bantuan	Sosial,	pendataan	dan	pemutakhiran	data	penerima	bantuan	sosial	dilakukan	dengan	

menggunakan	Sistem	Informasi	Bantuan	Sosial	(SI-BASOS)	yang	terintegrasi	dengan	database	

kependudukan.	

Dalam	 mekanisme	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data,	 KTP	 digunakan	 sebagai	 alat	

verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial.	Menurut	sebuah	studi	yang	dilakukan	oleh	

Widyastuti	 et	 al.	 (2020),	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data	 dapat	

membantu	meningkatkan	akurasi	data	dan	mengurangi	kesalahan	identifikasi.	

Namun,	masih	ada	beberapa	permasalahan	yang	timbul	dalam	mekanisme	pendataan	dan	

pemutakhiran	data	penerima	bantuan	sosial.	Menurut	sebuah	laporan	yang	dikeluarkan	oleh	

Badan	Pusat	Statistik	(2020),	masih	ada	beberapa	permasalahan	terkait	dengan	kualitas	data	
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kependudukan	yang	digunakan	dalam	pendataan	dan	pemutakhiran	data	penerima	bantuan	

sosial.	

Akurasi	data	penerima	bantuan	sosial	sangat	penting	untuk	menjamin	ketepatan	sasaran	

bantuan	sosial.	Menurut	sebuah	studi	yang	dilakukan	oleh	Suryadarma	etal.	 (2018),	akurasi	

data	 yang	 tinggi	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 efektivitas	 program	 bantuan	 sosial	 dan	

mengurangi	kesalahan	sasaran.	

Untuk	meningkatkan	akurasi	data,	perlu	dilakukan	pemutakhiran	data	yang	berkala	dan	

terintegrasi	 dengan	 database	 kependudukan.	 Menurut	 sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	

Prabowo	 et	 al.	 (2020),	 pemutakhiran	 data	 yang	 berkala	 dapat	 membantu	 meningkatkan	

kualitas	data	dan	mengurangi	kesalahan	identifikasi.	

Dalam	 kesimpulan,	 mekanisme	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data	 penerima	 bantuan	

sosial	yang	menggunakan	KTP	di	Indonesia	telah	diatur	dalam	beberapa	peraturan	perundang-

undangan.	 Namun,	 masih	 ada	 beberapa	 permasalahan	 yang	 timbul	 dalam	 mekanisme	

pendataan	dan	pemutakhiran	data.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	pemutakhiran	data	yang	

berkala	 dan	 terintegrasi	 dengan	 database	 kependudukan	 untuk	meningkatkan	 akurasi	 data	

dan	menjamin	ketepatan	sasaran	bantuan	sosial.	

5.	 Peran	 dan	 tanggung	 jawab	 pemerintah	 pusat	 maupun	 pemerintah	 daerah	 dalam	

memastikan	 pemanfaatan	 KTP	 yang	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 hukum	 dalam	 proses	

penyaluran	bantuan	sosial	

Pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 peran	 dan	 tanggung	 jawab	 yang	

penting	 dalam	memastikan	 pemanfaatan	 KTP	 yang	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 hukum	 dalam	

proses	penyaluran	bantuan	sosial.	Menurut	Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	

Perubahan	atas	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2006	tentang	Administrasi	Kependudukan,	

pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	bertanggung	jawab	untuk	memastikan	bahwa	data	

kependudukan	 yang	 digunakan	 dalam	 penyaluran	 bantuan	 sosial	 akurat	 dan	 terjamin	

keamanannya.	

Pemerintah	 pusat	 memiliki	 peran	 yang	 penting	 dalam	 mengatur	 dan	 mengawasi	

pemanfaatan	KTP	dalam	penyaluran	bantuan	sosial.	Menurut	Peraturan	Pemerintah	Nomor	37	

Tahun	2019	tentang	Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Perubahan	

atas	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2006	tentang	Administrasi	Kependudukan,	pemerintah	

pusat	bertanggung	 jawab	untuk	menetapkan	 standar	dan	prosedur	penggunaan	KTP	dalam	

penyaluran	bantuan	sosial.	
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Pemerintah	daerah	 juga	memiliki	peran	yang	penting	dalam	memastikan	pemanfaatan	

KTP	yang	sesuai	dengan	ketentuan	hukum	dalam	proses	penyaluran	bantuan	sosial.	Menurut	

sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Widyastuti	 et	 al.	 (2020),	 pemerintah	 daerah	 dapat	

memastikan	 bahwa	 data	 kependudukan	 yang	 digunakan	 dalam	 penyaluran	 bantuan	 sosial	

akurat	dan	 terjamin	keamanannya	dengan	melakukan	pemutakhiran	data	yang	berkala	dan	

terintegrasi	dengan	database	kependudukan.	

Dalam	memastikan	pemanfaatan	KTP	yang	sesuai	dengan	ketentuan	hukum,			pemerintah	

pusat	dan	pemerintah	daerah	juga	perlu	melakukan	pengawasan	dan	monitoring	yang	efektif.	

Menurut	 sebuah	 studi	 yang	 dilakukan	 oleh	 Suryadarma	 et	 al.	 (2018),	 pengawasan	 dan	

monitoring	 yang	 efektif	 dapat	 membantu	 meningkatkan	 akurasi	 data	 dan	 mengurangi	

kesalahan	identifikasi	dalam	penyaluran	bantuan	sosial.	

Dalam	 kesimpulan,	 pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 peran	 dan	

tanggung	 jawab	 yang	 penting	 dalam	 memastikan	 pemanfaatan	 KTP	 yang	 sesuai	 dengan	

ketentuan	hukum	dalam	proses	penyaluran	bantuan	sosial.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	

pengawasan	dan	monitoring	yang	efektif	untuk	memastikan	bahwa	pemanfaatan	KTP	sesuai	

dengan	ketentuan	hukum	dan	tidak	melanggar	hak-hak	warga	negara.	

6.	Analisis	Yuridis		

Penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 telah	 diatur	 dalam	

beberapa	peraturan	perundang-undangan,	antara	lain	Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	

tentang	 Perubahan	 atas	 Undang-Undang	 Nomor	 23	 Tahun	 2006	 tentang	 Administrasi	

Kependudukan,	Peraturan	Pemerintah	Nomor	37	Tahun	2019	tentang	Pelaksanaan	Undang-

Undang	Nomor	24	Tahun	2013,	dan	Peraturan	Menteri	Sosial	Nomor	28	Tahun	2019	tentang	

Tata	 Cara	 Pemberian	 Bantuan	 Sosial.	 Berdasarkan	 peraturan-peraturan	 tersebut,	 KTP	

digunakan	sebagai	alat	identifikasi	resmi	warga	negara	dan	sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	

data	penerima	bantuan	sosial.	Dengan	demikian,	dapat	disimpulkan	bahwa	penggunaan	KTP	

dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	 Indonesia	 telah	 memiliki	 landasan	 hukum	 yang	 jelas.	

Namun,	 implementasi	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 masih	 perlu	

ditingkatkan	untuk	memastikan	bahwa	bantuan	sosial	yang	diberikan	tepat	sasaran	dan	tidak	

salah	sasaran,	sehingga	dapat	meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat.	

Berdasarkan	 analisis	 yuridis	 yang	 telah	 dilakukan,	 beberapa	 rekomendasi	 kebijakan	

dapat	diberikan	untuk	meningkatkan	efektivitas	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	

sosial	di	Indonesia.	Pertama,	perlu	dilakukan	perbaikan	dalam	sistem	identifikasi	dan	verifikasi	

data	penerima	bantuan	sosial	untuk	memastikan	bahwa	bantuan	sosial	yang	diberikan	tepat	
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sasaran	 dan	 tidak	 salah	 sasaran.	 Kedua,	 perlu	 dilakukan	 peningkatan	 kesadaran	 dan	

pemahaman	 masyarakat	 tentang	 pentingnya	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	

sosial.	Ketiga,	perlu	dilakukan	peningkatan	kapasitas	dan	kemampuan	aparatur	pemerintah	

dalam	menggunakan	KTP	 sebagai	 alat	 verifikasi	 dan	 validasi	 data	penerima	bantuan	 sosial.	

Dengan	 demikian,	 diharapkan	 bahwa	 penggunaan	 KTP	 dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 di	

Indonesia	dapat	lebih	efektif	dan	efisien,	serta	dapat	meningkatkan	kesejahteraan	masyarakat.	

Selain	itu,	perlu	dilakukan	pengawasan	dan	monitoring	yang	efektif	terhadap	penggunaan	KTP	

dalam	 pemberian	 bantuan	 sosial	 untuk	 mencegah	 penyalahgunaan	 dan	 kesalahan,	 serta	

perbaikan	 dalam	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku	 untuk	 memastikan	 bahwa	

penggunaan	KTP	sesuai	dengan	prinsip-prinsip	hak	asasi	manusia	dan	keadilan.	

Dengan	demikian,	diharapkan	bahwa	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial	

di	 Indonesia	 dapat	 lebih	 efektif	 dan	 efisien,	 serta	 dapat	 meningkatkan	 kesejahteraan	

masyarakat.	

D. KESIMPULAN	

Penggunaan	Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP)	dalam	pemberian	bantuan	sosial	di	Indonesia	

telah	 diatur	 dalam	 beberapa	 peraturan	 perundang-undangan,	 antara	 lain	 Undang-Undang	

Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Perubahan	atas	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2006	tentang	

Administrasi	 Kependudukan,	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 37	 Tahun	 2019	 tentang	

Pelaksanaan	Undang-Undang	Nomor	24	Tahun	2013	tentang	Perubahan	atas	Undang-Undang	

Nomor	 23	 Tahun	 2006	 tentang	 Administrasi	 Kependudukan,	 dan	 Peraturan	Menteri	 Sosial	

Nomor	28	Tahun	2019	tentang	Tata	Cara	Pemberian	Bantuan	Sosial.	

KTP	memiliki	peran	penting	dalam	pemberian	bantuan	sosial	di	Indonesia	sebagai	alat	

identifikasi	 resmi	 yang	 digunakan	 untuk	 memverifikasi	 dan	 memvalidasi	 data	 penerima	

bantuan	sosial.	Penggunaan	KTP	dapat	membantu	meningkatkan	transparansi,	akuntabilitas,	

dan	efisiensi	dalam	penyaluran	bantuan	sosial.	

Namun,	masih	ada	beberapa	permasalahan	hukum	yang	timbul	dalam	penggunaan	KTP,	

antara	 lain	 terkait	 dengan	 privasi	 dan	 keamanan	 data	 pribadi,	 kesalahan	 identifikasi,	 dan	

penyalahgunaan	identitas.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	perbaikan	dalam	sistem	identifikasi	

dan	 verifikasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial	 untuk	memastikan	 bahwa	 bantuan	 sosial	 yang	

diberikan	tepat	sasaran	dan	tidak	salah	sasaran.	

Mekanisme	 pendataan	 dan	 pemutakhiran	 data	 penerima	 bantuan	 sosial	 yang	

menggunakan	 KTP	 telah	 diatur	 dalam	 beberapa	 peraturan	 perundang-undangan.	 Namun,	
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masih	 ada	 beberapa	 permasalahan	 yang	 timbul	 dalam	 mekanisme	 pendataan	 dan	

pemutakhiran	data,	antara	lain	terkait	dengan	kualitas	data	kependudukan	yang	digunakan.	

Pemerintah	 pusat	 dan	 pemerintah	 daerah	 memiliki	 peran	 dan	 tanggung	 jawab	 yang	

penting	 dalam	memastikan	 pemanfaatan	 KTP	 yang	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 hukum	 dalam	

proses	 penyaluran	 bantuan	 sosial.	 Oleh	 karena	 itu,	 perlu	 dilakukan	 pengawasan	 dan	

monitoring	yang	efektif	untuk	memastikan	bahwa	pemanfaatan	KTP	sesuai	dengan	ketentuan	

hukum	dan	tidak	melanggar	hak-hak	warga	negara.	

Dalam	 penggunaan	 KTP	 sebagai	 syarat	 pemberian	 bantuan	 sosial,	 dapat	 menghadapi	

beberapa	 kendala	 teknis	 dan	 administratif,	 antara	 lain	 terkait	 dengan	 kualitas	 data	

kependudukan	 yang	 digunakan,	 aksesibilitas	 dan	 ketersediaan	 infrastruktur	 teknologi	

informasi,	dan	prosedur	administratif	yang	rumit.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	beberapa	

solusi	 untuk	 mengatasi	 kendala	 tersebut,	 antara	 lain	 dengan	 meningkatkan	 kualitas	 data	

kependudukan	 dan	 meningkatkan	 aksesibilitas	 dan	 ketersediaan	 infrastruktur	 teknologi	

informasi.	

Perlindungan	data	pribadi	penerima	bantuan	sosial	yang	menggunakan	KTP	telah	diatur	

dalam	 beberapa	 peraturan	 perundang-undangan	 di	 Indonesia.	 Namun,	 masih	 ada	 risiko	

penyalahgunaan	data	yang	mungkin	terjadi.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	langkah-langkah	

perlindungan	data	pribadi	yang	lebih	efektif	untuk	mengurangi	risiko	penyalahgunaan	data.	

Dalam	kesimpulan,	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial	di	Indonesia	telah	

memiliki	 landasan	 hukum	 yang	 jelas.	 Namun,	 masih	 perlu	 dilakukan	 perbaikan	 dalam	

implementasinya	untuk	memastikan	bahwa	bantuan	sosial	yang	diberikan	tepat	sasaran	dan	

tidak	salah	sasaran.	Oleh	karena	itu,	perlu	dilakukan	beberapa	rekomendasi	kebijakan,	antara	

lain	 perbaikan	 dalam	 sistem	 identifikasi	 dan	 verifikasi	 data	 penerima	 bantuan	 sosial,	

peningkatan	kesadaran	dan	pemahaman	masyarakat	tentang	pentingnya	penggunaan	KTP,	dan	

peningkatan	 kapasitas	 dan	 kemampuan	 aparatur	 pemerintah	 dalam	 menggunakan	 KTP	

sebagai	alat	verifikasi	dan	validasi	data	penerima	bantuan	sosial.	

SARAN	

Berdasarkan	 hasil	 penelitian	 ini,	 pemerintah	 perlu	 meningkatkan	 keamanan	 dan	

pengawasan	atas	dokumen	identitas	resmi,	seperti	KTP,	untuk	mencegah	penyalahgunaan	dan	

memastikan	 keakuratan	 data	 kependudukan.	 Selain	 itu,	 pemerintah	 juga	 perlu	

mengembangkan	 sistem	 identifikasi	 dan	 verifikasi	 data	 yang	 lebih	 efektif	 dan	 efisien	untuk	

memastikan	ketepatan	sasaran	bantuan	sosial.	
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Penelitian	lanjutan	perlu	dilakukan	untuk	mengidentifikasi	permasalahan	hukum	lainnya	

yang	terkait	dengan	penggunaan	KTP	dalam	pemberian	bantuan	sosial	dan	mencari	solusi	yang	

efektif	 untuk	 mengatasinya.	 Dengan	 demikian,	 diharapkan	 bahwa	 saran-saran	 ini	 dapat	

memberikan	kontribusi	pada	pengembangan	hukum	administrasi	kependudukan	dan	hukum	

kesejahteraan	 sosial	 di	 Indonesia,	 serta	 meningkatkan	 kualitas	 pelayanan	 publik	 dan	

kesejahteraan	masyarakat.	
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